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1. Visi, Misi,
dan Tujuan

Visi:
Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Bermutu, Profesional, Kompetitif,
Berbudaya dan Berwawasan Pariwisata pada Tahun 2030
Misi:
1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi yang unggul berbasis
kesehatan pariwisata
2. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas, terintegrasi dengan
kebutuhan melalui pendekatan Link and Match Program
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan
wilayah
4. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang kredibel, akuntabel, adil
dan transparan
5. Mengembangkan kerja sama dan usaha untuk pengembangan institusi

Tujuan:

1. Mewujudkan mutu pendidikan vokasi dan profesi yang unggul berbasis
kesehatan pariwisata

2. Menghasilkan karya penelitian yang berkualitas sesuai dengan center of
excellent, terintegrasi dengan program Link and Match dan terpublikasi

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan wilayah,
serta terpublikasi

4. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang kredibel, akuntabel, adil
dan transparan

5. Meningkatkan mutu jejaring, kerja sama, lembaga mitra usaha dan bursa
kerja nasional maupun internasional

2. Latar
Belakang
Menjalankan
SPMI

Dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
dinyatakan dalam Pasal 53 bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
terdiri atas sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh perguruan
tinggi dan sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.
Pengembangan sistem penjaminan mutu internal menjadi amanah yang harus
dilaksanakan oleh perguruan tinggi termasuk Poltekkes Kemenkes Denpasar
sebagai salah satu Perguruan Tinggi yang telah dialihbinakan ke Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan. Amanah ini diperkuat dengan terbitnya Permen
ristekdikti Nomor: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi. Permenristekdikti ini menyatakan dalam Pasal 8 ayat (4) perguruan
tinggi mempunyai tugas dan wewenang:

1. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengem-
bangkan SPMI,

2. Menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas: 1) dokumen kebijakan SPMI; 2)
dokumen manual SPMI; 3) dokumen standar dalam SPMI; dan 4) dokumen
formulir yang digunakan dalam SPMI;

3. Membentuk unit penjaminan mutu atau mengintegrasikan SPMI pada
manajemen perguruan tinggi; dan

4. Mengelola PD Dikti pada tingkat perguruan tinggi.




Terbitnya Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor:

2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi yang

menyatakan bahwa penilaian dan instrumen akreditasi mengukur dimensi:

1. Mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola meliputi integritas visi dan misi,
kepemimpinan (leadership), sistem manajemen sumber daya, kemitraan
strategis (strategic partnership), dan SPMI.

2. Mutu dan produktivitas luaran (outputs), capaian (outcomes), dan dampak
(impacts): berupa kualitas lulusan, produk ilmiah dan inovasi, serta
kemanfaatan bagi masyarakat.

3. Mutu proses mencakup proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada
masyarakat, dan suasana akademik.

4. Kinerja mutu input: meliputi sumber daya manusia (dosen dan tenaga
kependidikan), mahasiswa, kurikulum, sarana dan prasarana, keuangan
(pembiayaan dan pendanaan).

Hal tersebut semakin mendasari perlunya Poltekkes Kemenkes Denpasar dalam

berkomitmen untuk menjalankan SPMI secara menyeluruh.

Terbitnya Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor
3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi yang terdiri dari
Naskah Akademik dan Pedoman Penilaian APT 3.0 ditetapkan syarat perlu
peringkat diberlakukan pada beberapa butir penilaian yang menunjukkan
keunggulan perguruan tinggi pada peringkat unggul dan baik sekali mencakup
skor butir penilaian Sistem Penjaminan Mutu. Hal tersebut mendorong perlunya
implementasi SPMI yang dibuktikan dengan 5 aspek mencakup keberadaan :

1) organ/fungsi SPMI; 2) dokumen SPMI; 3) auditor internal; 4) hasil audit; dan

5) bukti tindak lanjut, memiliki standar yang melampaui dari SN-Dikti, dan
menerapkan SPMI berbasis Risiko (Risk Based Audit) atau inovasi lainnya.
Berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 71 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian
Kesehatan sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 38
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di

Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Kesehatan Kementerian Kesehatan Pasal 29 menyebutkan keberadaan organ

Pusat Penjaminan Mutu sebagai unsur pelaksana yang melaksanakan tugas dan

fungsi di bidang penjaminan mutu yang selanjutnya dituangkan dalam Statuta

Poltekkes Kemenkes Denpasar yang ditetapkan melalui SK Direktur Nomor:

HK.02.03/WD.I1/0521/2019 menjadi dasar internal pijakan implementasi SPMI

di Poltekkes Kemenkes Denpasar.

3. Tujuan
dokumen
tertulis
kebijakan

Dokumen tertulis Kebijakan SPMI Poltekkes Denpasar dimaksudkan sebagai:

1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan
tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan Poltekkes Denpasar;

2. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau
prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu
SPMI;

3. Bukti otentik bahwa Poltekkes Kemenkes Denpasar telah memiliki dan
melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-
undangan




4. Luas Landasan kebijakan implementasi SPMI di Poltekkes Denpasar meliputi:
lingkup 1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
kegiatan 2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

3. Peraturan Pemerintah Nomor. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

4. Statuta Poltekkes Kemenkes Denpasar

5. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Denpasar

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Poltekkes Kemenkes Denpasar

adalah kegiatan sistemik dan sistematis di lingkungan Poltekkes Kemenkes

Denpasar yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal untuk

menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Poltekkes Kemenkes

Denpasar. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi,

mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di

Poltekkes Kemenkes Denpasar secara konsisten dan berkelanjutan.

Cakupan implementasi SPMI adalah pada aspek PPEPP (Penetapan,

Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) standar mutu perguruan

tinggi. Kebijakan SPMI ini menjadi payung untuk semua program Penjaminan

Mutu Poltekkes Kemenkes Denpasar untuk dilaksanakan secara konsisten dan

berkelanjutan untuk menjamin:

1. kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (stake holders),

2. transparansi,

3. efisiensi dan efektivitas, serta

4. akuntabilitas pada penyelenggaraan tri Dahrma pendidikan tinggi.

5. Pihak-pihak Kebijakan SPMI berlaku untuk semua unit yang ada dalam lingkungan
yang terkena | Poltekkes Denpasar, yakni: semua pimpinan dan staf yang ada di Direktorat,
kebijakan Jurusan, dan Program Studi.

6. Istilah dan 1. Kebijakan: pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap,
Definisi pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.

2. Kebijakan SPMI: pemikiran, sikap, pandangan civitas akademi mengenai
SPMI yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Denpasar.

3. Manual SPMI: dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana
menjalankan atau melaksanakan SPMI.

4. Standar SPMI: dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran,
spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai / dipenuhi.

5. Evaluasi Diri: kegiatan setiap unit dalam perguruan tingi secara periodik
untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama
kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.

6. Audit SPMI: Kkegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang
dilakukan oleh auditor internal perguruan tinggi untuk memeriksa
pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI
telah dicapai / dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan perguruan
tinggi.

6. Rincian Tujuan dan Strategi SPMI
kebijakan 1. Tujuan SPMI




a.

Menjamin terpenuhi dan terlampauinya Standar Nasional Pendidikan
Tinggi dan terlaksananya kewajiban pelaksanaan SPMI di Poltekkes
Kemenkes Denpasar.

Meningkatkan mutu pendidikan di Poltekkes Kemenkes Denpasar secara
berencana dan berkelanjutan untuk menjamin pemenuhan standar
Pendidikan di Poltekkes Kemenkes Denpasar sehingga tumbuh dan
berkembang budaya mutu.

Menjamin setiap layanan akademik dan non akademik kepada stakeholder
baik internal maupun eksternal dilakukan sesuai standar.

Mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Poltekkes Kemenkes
Denpasar serta pemenuhan kebutuhan stakeholders.

2. Strategi SPMI

a.

b.

Membentuk pusat penjaminan mutu pada tingkat Politeknik untuk
menjalankan tugas dan fungsi di bidang penjaminan mutu.

Pelaksana penjaminan mutu pada tingkat/jurusan melekat pada Jabatan
Ketua Jurusan dan Ketua Program studi dan dapat dibantu dengan
penerbitan Surat Tugas kepada Dosen/Tenaga kependidikan untuk
membantu Ketua Jurusan dalam melaksanakan tugas dan fungsi
penjaminan mutu baik di Jurusan maupun di Program studi.

Membentuk komitmen mutu yang kuat pada pimpinan Poltekkes
Kemenkes Denpasar dan mensosialisasikan komitmen mutu kepada
seluruh civitas akademik.

Menyusun dokumen mutu dengan melibatkan seluruh civitas akademika
Poltekkes Kemenkes Denpasar dan stakeholder eksternal (organisasi
profesi, alumni, pemerintah, pengguna lulusan, dunia usaha dan industri)
untuk mendapatkan input yang bernilai dalam menyusun standar mutu
dan masukan dalam penyelenggaraan SPMI di Poltekkes Denpasar.
Mensosialisasikan SPMI ke seluruh civitas akademika secara bertahap
dan konsisten.

Melaksanakan SPMI secara bersiklus dengan menerapkan pola PPEPP
pada seluruh ruang lingkup untuk mendorong terbentuknya budaya mutu
dalam setiap pelaksanaan kegiatan akademik.

Memastikan terlaksananya kegiatan Audit Mutu Internal minimal 1 (satu)
kali dalam setahun sebagai bagian dari PPEPP untuk menjamin
terselenggaranya Continous Quality Improvement termasuk didalamnya
peluang peningkatan standar, dan Dokumentasi.

Mendorong peran serta dan partisipasi aktif seluruh civitas akademika
Poltekkes Kemenkes Denpasar untuk melaksanakan SPMI dalam setiap
aktivitas akademiknya.

Melakukan peningkatan kompetensi pimpinan, pengelola mutu, tenaga
dosen dan kependidikan dalam menjalankan SPMI di Poltekkes
Kemenkes Denpasar.

Asas atau prinsip pelaksanaan SPMI

1. Asas/Prinsip pelaksanaan SPMI mengacu pada Undang-Undang No. 12
Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 62 Tahun
2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi




2. Prinsip pelaksanaan SPMI sebagai berikut:

a.

Otonom

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri
oleh Poltekkes Kemenkes Denpasar, baik pada aras Program studi,
Perpanjangan Unit Pengelola Program Studi (Jurusan), Administrasi dan
Penunjang (Laboratorium, Perpustakaan, Bagian, Subbagian, Pusat, Unit,
SPI) maupun pada aras perguruan tinggi (Direktorat Poltekkes).
Terstandar

SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang
ditetapkan  oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh
Poltekkes Kemenkes Denpasar

Akurasi

SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti dan
Sistem Informasi lainnya yang dikembangkan baik pada Aplikasi
Kementerian Kesehatan maupun Aplikasi Kementerian Keuangan
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pencatatan dan
pelaporan Poltekkes Kemenkes Denpasar.

Terencana dan Berkelanjutan

SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah
penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu
siklus.

Terdokumentasi

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen,
dan didokumentasikan secara sistematis.

3. Manajemen SPMI
Manajemen SPMI dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat
PPEPP:

a.

Penetapan (P) Standar Dikti, vyaitu kegiatan penetapan standar yang
terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Poltekkes
Kemenkes Denpasar.

Tahap penetapan berisi langkah perencanaan SPMI yang
diwujudkan dalam 4 dokumen SPMI, yaitu Kebijakan SPMI, Manual
SPMI, Standar dalam SPMI dan Formulir SPMI. Kebijakan SPMI
Poltekkes Kemenkes Denpasar menjadi pedoman bagi manajemen
pengelola untuk menciptakan budaya mutu  Poltekkes Kemenkes
Denpasar, dengan dilengkapi petunjuk langkah di Manual SPMI.
Penjabaran kebijakan SPMI dituangkan dalam Standar SPMI yang
memuat berbagai standar akademik dan non-akademik yang diberlakukan
di Poltekkes Kemenkes Denpasar. Standar Operasional Prosedur (SOP)
dan Formulir yang terkait dengan Standar dalam SPMI berguna untuk
menjelaskan  lebih detail langkah-langkah dalam pelaksanaan untuk
mencapai standar.

Pelaksanaan (P) Standar Dikti dalam SPMI Poltekkes Kemenkes
Denpasar, yaitu kegiatan pemenuhan standar yang terdiri atas SN Dikti
dan Standar pelampauan SN Dikti yang Ditetapkan oleh Poltekkes
Kemenkes Denpasar. Pada tahap ini, setiap standar akademik maupun
non-akademik yang telah ditetapkan, dilaksanakan oleh semua pihak yang




wajib melaksanakan standar, yaitu sebagai berikut:

1) Seluruh jajaran manajemen pengelola dengan secara melekat pada
tugas pokok dan fungsi sesuai struktur organisasi yang berlaku di
Poltekkes Kemenkes Denpasar, meliputi: Direktur, Senat, Wakil
Direktur, Satuan Pengawas Internal (SPI), Sub bagian, Pusat, Unit,
Jurusan, dan Program studi.

2) Seluruh sivitas akademika: Dosen, Tenaga kependidikan, Tenaga
outsourcing, Organisasi Kemahasiswaan, Unit Kegiatan Mahasiswa,
dan Mahasiswa.

Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan pembandingan
antara luaran kegiatan pemenuhan Standar Dikti dengan Standar Dikti
yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang Ditetapkan oleh
Poltekkes Kemenkes Denpasar.

Evaluasi dalam siklus SPMI Poltekkes Kemenkes Denpasar
meliputi 2 jenis, yaitu sebagai berikut:

1) Evaluasi bersifat diagnostik dan formatif dilakukan melalui monitoring
dan evaluasi diri yang rutin dilakukan oleh pejabat struktural/atasan.
Pelaporan dan pembahasan hasil evaluasi dilakukan melalui rapat rutin
jurusan dan/atau tingkat direktorat. Hasil evaluasi ini didokumentasi-
kan dengan menggunakan sistem informasi yang dikembangkan oleh
Poltekkes Kemenkes Denpasar oleh Unit Teknologi dan Informasi.

2) Evaluasi bersifat sumatif dilakukan melalu Audit Mutu Internal (AMI).
Audit mutu dilakukan terhadap setiap unsur pelaksana standar, untuk
mencocokkan standar yang ditetapkan dengan hasil pelaksanaannya.
Audit ini  dikoordinir oleh Pusat Penjaminan Mutu dan
diselenggarakan minimal satu kali setiap tahun di akhir tahun
akademik.

Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistematik,
mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di
perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar
untuk mencapai tujuan institusi. Audit mutu internal dilakukan oleh Pusat
Penjaminan Mutu minimal sekali setiap satu tahun atau berdasarkan
permintaan program studi dan unsur lain di Poltekkes Kemenkes Denpasar
dengan melibatkan tim auditor mutu internal. Tujuan AMI adalah
1) Memastikan SPMI memenuhi standar/regulasi.

2) Memastikan implementasi sistem manajemen sesuai dengan
sasaran/tujuan.

3) Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen mutu.

4) Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan.

Manfaat AMI adalah membantu Poltekkes Kemenkes Denpasar dalam
mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi dan mendorong adanya
peningkatan melalui proses berikut:

1) Melakukan verifikasi tujuan PT, standar Dikti yang ditetapkan PT dan
nilai-nilai yang telah ditetapkan, dilaksanakan sesuai regulasi.




d.

2) Memantau kesesuaian pencapaian tujuan/pelaksanaan dengan standar.
3) Menjamin akuntabilitas dari pelaksanaan standar.
4) Menemukan ruang perbaikan dalam rangka mengurangi Risiko
perguruan tinggi dalam hal:
a) Risiko kualitas
b) Risiko hukum
c) Risiko keuangan
d) Risiko strategik
e) Risiko kepatuhan
f) Risiko operasional
g) Risiko reputasi

Dalam pelaksanaan AMI, dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1) Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Denpasar menetapkan
kebijakan AMI.

2) AMI dilaksanakan berdasarkan pedoman AMI yang dikeluarkan oleh
Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Denpasar.

3) Prosedur pelaksanaan AMI dilakukan berdasarkan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Audit yang dikeluarkan oleh Pusat Penjaminan Mutu.

4) Teraudit/auditee melakukan evaluasi diri atas pelaksanaan semua
standar pada unitnya masing-masing untuk proses AMI dengan mengisi
ceklist yang dikembangkan oleh Pusat Penjaminan Mutu.

5) Check list Audit yang dikembangkan oleh Pusat Penjaminan Mutu
mengacu pada Standar Dikti yang digunakan dalam SPMI Poltekkes
Kemenkes Denpasar

6) Setiap selesai AMI, hasil AMI wajib ditindaklanjuti dengan
pembahasan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

Pengendalian (P) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis
penyebab Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang
Ditetapkan oleh Poltekkes Kemenkes Denpasar yang tidak tercapai untuk
dilakukan tindakan koreksi.

Pengendalian merupakan tindaklanjut atas hasil kegiatan evaluasi,
baik hasil evaluasi diri, audit internal, audit eksternal dan hasil surveillance
dari lembaga sertifikasi 1ISO, maupun atas hasil akreditasi dan surveillance
akreditasi. Ada empat kemungkinan kesimpulan dari hasil evaluasi,
sehingga ada empat alternatif langkah pengendalian yang dapat dilakukan
oleh Pimpinan Poltekkes Kemenkes Denpasar sebagaimana disajikan dalam
Tabel berikut:

Tabel. Alternatif Langkah Pengendalian

No

Kemungkinan Alternatif Langkah
Kesimpulan dan Pengendalian
Evaluasi

10




Mencapai standar Poltekkes Kemenkes Denpasar memper-
SPMI tahankan pencapaian standar dan berupaya
meningkatkan standar dalam SPMI

Melampauai standar Poltekkes Kemenkes Denpasar memper-
SPMI tahankan pelampauan dan berupaya lebih
meningkat-kan standar dalam SPMI

Belum mencapai Poltekkes Kemenkes Denpasar melakukan
standar SPMI tindakan koreksi pelaksanaan agar standar
dalam SPMI dapat dicapai

Menyimpang dari Poltekkes Kemenkes Denpasar melakukan
standar SPMI tindakan koreksi pelaksanaan agar pelak-
sanaan standar kembali pada standar yang
telah ditetapkan.

Rapat Tinjauan Manajemen merupakan salah satu kegiatan yang
wajib dilakukan oleh manajemen Poltekkes Kemenkes Denpasar sebagai
langkah lanjut dari AMI dalam merumuskan tindak lanjut tindakan
koreksi dan prioritas peningkatan yang akan dipilih. Pertimbangan atas
setiap pilihan dibahas dalam RTM dengan memperhatikan setiap aspek
yang relevan dari setiap unsur yang bersangkutan, sehingga disepakati
langkah langkah peningkatan yang akan diambil.

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di Poltekkes Kemenkes
Denpasar adalah pertemuan yang dilakukan oleh Pengelola Poltekkes
Kemenkes Denpasar secara periodik untuk meninjau Kkinerja sistem
penjaminan mutu dan Kkinerja pelayanan institusi untuk memastikan
keberlanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem penjaminan
mutu dan sistem pelayanan Poltekkes Kemenkes Denpasar pada kurun
waktu yang telah direncanakan.

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dapat dilaksanakan di level
Jurusan dan Direktorat Poltekkes Kemenkes Denpasar dengan ketentuan
sebagai berikut:

1) RTM yang diselenggarakan oleh manajemen tingkat jurusan untuk
menentukan rencana tindak lanjut dan perbaikan terhadap hasil audit
prodi.

2) RTM di Direktorat/Poltekkes salah satu agendanya adalah untuk
menindaklanjuti jika ada temuan yang tidak dapat diselesaikan dalam
RTM Jurusan.

RTM dapat dijadwalkan khusus ataupun dilakukan bersamaan
dengan rapat lainnya, seperti saat rapat pimpinan yang diisi dengan
agenda tinjauan manajemen. Setiap kegiatan RTM direkam dan hasil
rekamannya didokumentasikan dengan baik sehingga sewaktu-waktu bisa
digunakan kembali. Hasil audit menjadi bagian yang wajib ditindaklanjuti
dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang mengagendakan
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pembahasan minimal 9 (sembilan) unsur meliputi: 1) hasil audit internal,
2) umpan balik; 3) kinerja dan efektivitas proses serta kesesuaian produk;
4) status tindakan pencegahan dan perbaikan; 5) tindak lanjut dari rapat
tinjauan manajemen sebelumnya;6) perubahan yang dapat mempengaruhi
sistem manajemen mutu; 7) rekomendasi untuk peningkatan; 8)
kecukupan sumber daya; dan 9) efektivitas tindakan yang diambil untuk
mengatasi risiko dan peluang.

. Peningkatan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan Standar Dikti

yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang Ditetapkan oleh
Poltekkes Kemenkes Denpasar, agar lebih tinggi daripada Standar Dikti
yang telah ditetapkan.

Tahap akhir pada siklus SPMI adalah peningkatan standar, yakni
tahapan yang harus dilakukan Poltekkes Kemenkes Denpasar untuk
meningkatkan isi atau luas lingkup suatu standar dalam SPMI dengan
berdasarkan hasil evaluasi. Tahap ini merupakan kunci dari prinsip
kaizen, karena setelah suatu standar  dalam SPMI dievaluasi
pelaksanaannya, tetapi tidak ditingkatkan isi atau luas lingkupnya, maka
mutu perguruan tinggi tidak akan mengalami peningkatan.

Kelima tahapan PPEPP merupakan kegiatan yang bersifat siklis,
sistematis, kontinyu, dan berkelanjutan, harus dikawal pelaksanaannya
dengan  komitmen pimpinan Poltekkes Kemenkes Denpasar dan
didukung oleh sistem informasi yang handal. PPEPP dalam setiap
Standar Dikti akan menghasilkan kaizen atau Continous Quality
Improvement (CQI), sehingga tercipta Budaya Mutu.

4. Struktur Organisasi dan tata kelola SPMI
a. Struktur Organisasi SPMI

Kepala
PusatPenjaminanMutu

i M.ChairulHadi, SKM, M.Kes

Sekretariat

ElveraSukma D, 55 I_

l

Koordinator SPMI

_| Ni KatutRztmini, §.5iT, MDSc |

Koordinator SPME

| | KetutSuardana, 5.Kp, M.Kes l—

|

Tim PenjaminanMutu

Tim
Audit Mutu Internal

l

Tim
Pangkalan Data Dikti
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b. Tata kelola SPMI

Pusat Penjaminan Mutu bertugas memimpin pelaksananaan SPMI

dengan berkoordinasi dengan Ketua Jurusan, Ketua Program studi,
Kepala Bagian dan Kepala Subbagian, Kepala Pusat lainnya, Kepala unit
serta Satuan Pengawas Internal. Selanjutnya Kepala Pusat Penjaminan
Mutu dalam mengimplementasikan SPMI dibantu oleh beberapa orang
staf di tingkat direktorat.
Pusat Penjaminan Mutu terdiri dari:
1) Kepala Pusat Penjaminan Mutu

Uraian tugas:

a.

b.

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Pusat Penjaminan Mutu
akademik secara menyeluruh di Politeknik Kesehatan Denpasar
Menyusun dokumen mutu mencakup kebijakan mutu, manual mutu,
standar mutu, formulir, serta dokumen akademik lainnya dan
mengevaluasi relevansi dan kesesuaiannya dengan dinamika
perubahan yang berkembang.

Menyusun visi, misi, tujuan, dan sasaran Pusat Penjaminan Mutu
sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Poltekkes Denpasar.
Mengembangkan sistem informasi penjaminan mutu akademik
Melaksanakan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan
sistem penjaminan mutu akademik

Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) dan mengevaluasi
pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik

Menyusun laporan berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu
akademik Memantau pelaporan perguruan tinggi pada Pangkalan
Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) dan memanfaatkan hasilnya
untuk perbaikan dan perencanaan sistem penjaminan mutu
Mengkoordinir pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di
Tingkat Jurusan dan Program studi.

Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi secara
bersiklus (PPEPP)

Mengendalikan seluruh dokumen mutu yang ada di Perguruan
Tinggi.

2) Koordinator Sistem Penjaminan Mutu Eksternal
Uraian tugas:

a.

b.

Membantu kepala Pusat Penjaminan Mutu dalam melaksanakan
tugas dan fungsi Pusat Penjaminan Mutu

Membantu dalam pelaksanakan monitoring secara berkala terhadap
pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik

Mengkoordinir pelaksanakan kegiatan Surveillance baik dari BAN
PT/LAM-PTKes maupun dari pihak lain yang berkepentingan
Mengkoordinir persiapan dan pelaksanaan kegiatan Akreditasi
Institusi dan Akreditasi Program studi

Melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap pencapaian indikator
kinerja ~ mencakup pengukuran Indeks Kepuasan Mahasiswa,
serapan lulusan, dan indikator lain yang diperlukan untuk
penyusunan laporan

13




f.

Menyusun usul kebutuhan ATK pada unit yang bersangkutan
berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan untuk meminta
persetujuan atasan.

3) Koordinator Sistem Penjaminan Mutu Internal
Uraian tugas:

a.

Membantu kepala Pusat Penjaminan Mutu dalam melaksanakan
tugas dan fungsi Pusat Penjaminan Mutu.

Merencanakan dan melaksanakan pengembangan dokumen mutu
yang mencakup kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan
formulir;

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengendalian dokumen
mutu, catatan mutu, laporan kegiatan, dan dokumen akademik
lainnya dengan berkoordinasi dengan Pelaksana Penjaminan Mutu
yang ada di Jurusan;

Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Pangkalan Data
Pendidikan Tinggi di tingkat Politeknik, Jurusan, maupun Prodi
Menyusun laporan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu setiap
semester.

Melakukan pengarsipan dokumen Sistem Penjaminan Mutu g.
Mengembangkan sistem informasi penjaminan mutu Politeknik
Kesehatan Denpasar.

Mendiseminasikan hasil-hasil penjaminan mutu baik dalam bentuk
laporan maupun melalui website sistem penjaminan mutu.
Menyusun laporan PD-Dikti berdasarkan laporan PD-Dikti dari
Prodi.

Mengagendakan surat/dokumen sesuai dengan konsep format yang
berlaku dan petunjuk atasan serta memeriksa dan memperbaiki
kembali hasil ketikan sampai benar.

Mencatat jadwal rapat/pertemuan pada unit kerja yang bersangkutan
dengan cara menyiapkan sarananya dan daftar hadir rapat agar
dapat berjalan dengan lancar.

4) Tim Penjaminan Mutu
Uraian Tugas:

1.

2.

Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi : a. Melengkapi dokumen mutu.

b. Mengendalikan dokumen penjaminan mutu

c. Melakukan monitoring sistem penjaminan mutu

d. Membuat laporan kegiatan penjaminan mutu
Menyiapkan Dokumen Akreditas

5) Tim Audit Mutu Internal
Uraian Tugas:

1.

Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi :

a. Melakukan Audit Mutu Internal pada Prodi Diploma IlI

b. Melakukan Audit Mutu Internal pada Prodi Sarjana Terapan
c. Melakukan Audit Mutu Internal pada Profesi
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d. Melakukan Audit Mutu Internal Pada Institusi

2. Menyiapkan Dokumen Akreditasi

7) SPMI di Jurusan dan Program Studi

8)

Di tingkat Jurusan, Pelaksana SPMI adalah Ketua Jurusan

melekat pada Jabatan, dan pada tingkat Program studi, Pelaksana SPMI
adalah Ketua program studi melekat pada Jabatan. Ketua Jurusan dapat
menunjuk dosen program studi untuk menjadi penanggungjawab mutu
melalui Surat tugas di Jurusan maupun di masing-masing program
studi untuk membantu pelaksanaan SPMI di tingkat Jurusan dan
program studi.

Sekretariat
Uraian Tugas:

1.

©

10.
11.

12.

13.

14.

Membuat rencana kegiatan pengadministrasian surat/ dokumen/
data pada Pusat Penjaminan Mutu berdasarkan kebijakan Direktur
Poltekkes Denpasar, data yang dikumpulkan dan peraturan yang
terkait untuk persiapan pelaksanaan kegiatan.

Membuat usulan kebutuhan ATK Pusat Penjaminan Mutu
berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan untuk
meminta persetujuan atasan.

Mengetik surat/dokumen sesuai konsep dan format yang berlaku
dan pertunjuk atasan serta memeriksa dan memperbaiki kembali
hasil ketikan sampai benar, selanjuthnya meminta paraf/tanda
tangan ke Kepala Pusat Penjaminan Mutu, sebelum ke Direktur
untuk surat keluar.

Memperbanyak surat/ dokumen, mengamplopkan dan mendistri-
busikan ke pihak yang dituju melalui bagian umum dan
mengagendakan surat/dokumen.

Mengagendakan surat/dokumen yang diterima dan menyam-
paikan pada Ka Pusat Penjaminan Mutu.

Mengarsip surat/dokumen/data Pusat Penjaminan Mutu

Membuat catatan jadwal rapat/pertemuan atasan pada papan tulis
yang tersedia.

Membuat catatan jadwal rapat/pertemuan Tim Penjaminan Mutu.
Menyiapkan sarana dan formulir daftar hadir rapat/pertemuan
Pusat Penjaminan Mutu.

Membuat notulen rapat/pertemuan Pusat Penjaminan Mutu.
Mengedarkan daftar hadir rapat Pusat Penjaminan Mutu dan
meminta tanda tangan Ka Pusat Penjaminan Mutu.

Menyelesaikan kelengkapan pertanggungjawaban konsumsi rapat/
pertemuan kepada Urusan Umum.

Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengadministrasian
umum di Pusat Penjaminan Mutu.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas
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5. Dokumen 5.1. Standar Pendidikan
5. 1. Daftar 1. Standar Kompetensi Lulusan
Standar 2. Standar Isi Pembelajaran
Pendidikan 3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
5. 2. Daftar 5.2. Standar Penelitian
Standar 1. Standar Hasil Penelitian
Penelitian 2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Prasarana dan Sarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan dan Pembiyaan
5.3. Daftar 5.3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
Standar 1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Pengabdian 2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
kepada 3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
Masyarakat 4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
5. Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
Standar
Tambahan
Standar 1. Standar Pengelolaan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI)
Pendidikan 2. Standar Lahan Praktek
3. Standar Kerjasama
4. Standar Sarana Laboratorium
5. Standar Prasarana Laboratorium
6. Standar Metode Pembelajaran
7. Standar Suasana Akademik
8. Standar Administrasi Akademik
9. Standar Instruktur Lahan Praktek
10. Standar Proses Pembelajaran Daring
11. Standar Peralatan Pendidikan
12. Standar Media Pendidikan
13. Standar Buku, Buku Elektronik, dan Repositori
Standar 1. Standar Pengajuan Proposal Penelitian
Penelitian dan 2. Standar Instrumentasi Eksperimen
Pengabdian 3. Standar Pengajuan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat
kepada 4. Standar Lahan Pengabdian Kepada Masyarakat
Masyaraakat
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5.4. Standar

5.4. Standar Keuangan

Mutu
Keuangan
5.5. Standar 5.5. Standar Keterbukaan Informasi
Mutu 1. Standar Isi Informasi
Keterbukaan 2. Standar Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi
Informasi 3. Standar Penyampaian Informasi
4. Standar Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi
5.6. Standar 5.6. Standar Mutu Kemahasiswaan
Mutu 1. Standar Ekstra Kurikuler
Kemahasis- 2. Mahasiswa dan Pengelolaan Alumni
waan 1. Standar Perabot
2. Standar Sarana Olahraga
3. Standar Sarana Berkesenian
4. Standar Sarana Fasilitas Umum
5. Standar Bahan Habis Pakai
6. Sarana Pemeliharaan, Keselamatan Dan Keamanan
7. Standar Sipenmaru
8. Standar PKKMB
9. Standar Olah Raga dan Berkesenian
10. Standar Pengelolaan Rumah Tangga
5.7. Standar 5.7. Standar Tata Pamong
Mutu Standar Penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
Tata
Pamong
5.8. Daftar 5.8. Standar Kerjasama
Standar 1. Kerjasama Bidang Akademik
Mutu 2. Kerjasama Bidang Non Akademik
Kerjasama
Hubungan Hubungan antara Kebijakan SPMI dengan Statuta.
antara dokumen Kebijakan penetapan SPMI mengacu pada Statuta Poltekkes Kemenkes
SPMI dengan Denpasar tahun 2016 yang merupakan pedoman dasar pengelolaan
dokumen lain pendidikan berdasarkan Permendikbud RI Nomor 139 Tahun 2014 tentang

Pedoman Penyusunan  Statuta. Statuta adalah pedoman  dasar
penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan,
mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai
dengan tujuan Politeknik Kesehatan Denpasar. Kebijakan SPMI sejalan
dengan anggaran dasar pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang
tercantum di dalam Statuta Poltekkes Kemenkes Denpasar.

Hubungan antara Kebijakan SPMI dengan Rencana Induk Pengembangan
Standar yang dirumuskan dalam SPMI harus sejalan dengan Rencana Induk
Pengembangan (RIP) Poltekkes Kemenkes Denpasar. RIP Poltekkes
Kemenkes Denpasar disusun untuk 15 tahun yaitu Tahun 2015-2030. RIP
yang dirancang memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1. Rencana di bidang
tridarma PT. 2. Rencana di bidang kesejahteraan seluruh civitas academika.
3. Rencana di bidang sarana dan prasarana. 4. Rencana di bidang kerjasama.
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Hubungan antara Kebijakan SPMI dengan Renstra Poltekkes kemenkes
Denpasar tahun 2020-2024. Sasaran

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) harus ditetapkan dan dituangkan
dalam Rencana Strategis dan Rencana Kegiatan serta didukung oleh
Anggaran Tahunan masing-masing satuan kerja. Poltekkes Kemenkes
Denpasar menyusun Rencana Strategis Lima Tahunan dengan melibatkan
unit-unit kerjanya dan pemangku kepentingan berdasarkan evaluasi diri, hasil
audit, dan benchmarking, serta mempertimbangkan masukan kelompok
pemikir dari berbagai program studi.

Hubungan antara Kebijakan SPMI dengan Standar Pelayanan Minimal
Standar yang dirumuskan dalam SPMI Poltekkes Kemenkes Denpasar harus
sejalan dengan Standar Pelayanan Mimimal Poltekkes Kemenkes Denpasar
2019-2024. SPM disusun setiap 5 tahun mengacu kepada visi dan misi dan
sebagai sarana untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada
masyarakat secara merata dan berkeadilan. Penyusunan Standar Pelayanan
Minimum Politeknik Kesehatan Denpasar telah mempertimbangkan
peningkatan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan, biaya
serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. Selain itu, standar pelayanan
tersebut dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya
transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pendidikan

6. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4586);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara R Nomor 4406);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 298,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5607);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4496) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Rl Tahun 2013
Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5410);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5500);

8. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi

18




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1988/Menkes/
Per/1X/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
890/Menkes/Per/V111/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik
Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.03/1.2/
06284/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan
Rl Nomor HK.03.05/1.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis
Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Laksana Politeknik Kesehatan;
Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi;

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.03/
1.2/08810/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor HK.03.05/1.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis
Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Laksana Politeknik Kesehatan.
Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun
2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi

Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi
dan Perguruan Tinggi

Statuta Poltekkes Kemenkes Denpasar

19




